BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mengenai hukum kawin hamil karena zina, dua ulama Muhammadiyah di
Banjarmasin membolehkan perkawinan dalam keadaan hamil hanya dengan
laki-laki yang menghamilinya. Responden yang lain membolehkan kawin
dalam keadaan hamil baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang
bukan menyebabkan kehamilannya namun ia tidak boleh digauli sampai ia
melahirkan.
Dua dari ulama Nahdlatul Ulama di Banjarmasin membolehkan kawin dalam
keadaan hamil baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan
yang bukan menghamilinya. Responden yang lain membolehkan kawin dalam
keadaan lain namun hanya boleh kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.

2. Persamaan pendapat antara ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdhatul
Ulama di Banjarmasin ialah responden sama-sama membolehkan kawin dalam
keadaan hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Perbedaan
pendapat antara ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdhatul Ulama di
Banjarmasin ialah dua dari ulama Muhammadiyah di Banjarmasin hanya
membolehkan kawin dengan laki-laki yang menghamilinya dan 2 ulama dari
Nahdlatul Ulama di Banjarmasin membolehkan wanita yang hamil tersebut
kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dalam hal nasab anak
juga begitu banyak perbedaan pendapat, menurut ulama Muhammadiyah di
Banjarmasin ada 2 pendapat yaitu 2 responden berpendapat anak itu sah anak

yang mengawini ibunya tanpa harus memandang kepada usia kandungan
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ibunya saat menikah dan 1 responden berpendapat bahwa nasab itu
diperhitungkan berdasarkan jarak kelahiran dengan waktu dilangsungkan akad
nikah. Jika anak itu lahir lebih dari 6 bulan sejak akad nikah maka anak itu
dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya dan jika anak itu lahir
kurang dari 6 bulan sejak akad nikah maka anak itu hanya dinasabkan kepada
ibunya. Ulama Nahdlatul Ulama di Banjarmasin tentang masalah nasab anak,
ketiga responden berbeda pendapat. Responden pertama berpendapat bahwa
apabila anak tersebut lahir setelah 6 bulan lebih dari waktu terjadinya akad
nikah orang tuanya, maka anak tersebut sah menjadi anak dari laki-laki yang
menghamili ibunya dan jika anak yang lahir tersebut kurang dari 6 bulan sejak
akad nikah orang tuanya, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada
ibunya. Responden kedua berpendapat bahwa jika wanita tersebut nikah
maksimal saat kandungannya 4 bulan maka nasab anak itu dinasabkan kepada
laki-laki yang menghamili dan menikahi ibunya dan jika wanita itu nikah saat
kandungannya lebih dari 4 bulan maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada
laki-laki yang menghamili dan menikahi ibunya namun hanya dinasabkan
kepada sang ibu. Dan responden ketiga berpendapat Jika wanita tersebut
kawin kurang dari 6 bulan masa kandungannya, maka anak tersebut
dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya. Jika kandungannya lebi
dari 6 bulan ia tidak boleh kawin lagi dan anaknya hanya dinasabkan kepada

ibunya,

Dari uraian kesimpulan di atas terlihat jelas letak persamaan dan
perbedaan pendapat antara ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama di

Banjarmasin tentang hukum kawin hamil karena zina. Perbedaan bukan hanya
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terjadi antara Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama di Banjarmasin namun
juga terjadi antar sesama ulama dalam satu organisasi tersebut

(Muhammadiyah/Nahdlatul Ulama)

B. SARAN-SARAN

Sebagai umat islam yang mengerti pada ajaran agama dan tahu perbuatan-
perbuatan yang tergolong dalam dosa besar, maka sebaiknya lebih membentengi
diri dan lebih menahan hawa nafsu agar tidak terjerumus kepada dosa zina serta
lebih membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Dan para orangtua mestinya lebih
bisa menanamkan pengajaran agama kepada anaknya. Serta semua manusia
seharusnya jangan mendahulukan perkataan “boleh saja kawin dalam keadaan
hamil” karena ditakutkan karena perkataan tersebut akan menjadi alasan manusia
lainnya untuk melakukan perzinaan yang berujung pada kehamilan bahkan ada
yang sampai melakukan aborsi atau membuang dan membunuh anaknya sendiri

karena tidak tahan menahan malu akibat perbuatannya sendiri.



